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: a. Bahwa dengan masih banyaknya rumah/bangunan yang sudah selesai dan

be
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sedang dilaksanakan pembangunannya tanpa/tidak memiliki Ijin Men -
dirikan Bangunan perlu diupayakan untuk memberikan Ijin Mendirikan
Bangunan terhadap bangunan-bangunan tersebut ;

Bahwa dalam rangke terwujudnya tertib Tata Ruang Keta/Daerah dan
tertib bangunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang -
berlaku perlu ddadakan Penertiban/Pemutihan Ijin Mendirikan Bangun-
an terhadap rumah/bangunan sebagaimana dimaksud huruf (a)kensideren
ini ;

Bahwa untuk mencapai maksud tersebut huruf (a) dan (b) kensideran-
ini perld diadakan Penertiban/Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan
yang ketentuannya diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Kepala Baerah.

Undang-undang Nemer 5 tahun 1974 tentang Pekek-pekek Pemerintahan—
di Daerzh

Undang-undang Nemer 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam “ingkungan Prepinsi Jawa Timur ;

Undang=-Undang Nemer 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retri-
busi Daerah 3

Peraturan Pemerintah Nomer 26 tahun 1985 tentang Jalan ;

Peraturan Pemerintah Nemor 14 tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagi-

~ an Urusan Pemerintaban di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah ;

6o

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nemer 9 tahun
1988 tentang Batas Wilayah Keta dalam Kabupaten Daerah Tingkat II

Nganjuk 3



MEMPERHATIKAN

MENETAPKAN

Te

—2-

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nemer 3 tahun
1983 tentang Garis Sempadan dan Ijin Bangunan dalam Kabupaten Dae=-
rah Tingkat II Nganjuk

Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk Nemer 002 tahun 1991 tentang Persetujuan Pener-
tiban/Pemutikian Ijin Mendirikaen Bangunan

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN BUPATI EEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG  PENER-
TIBAN/PEMUTIHAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM WILAYAH  KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk -

mengadakan Penertiban/Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan dalam
Wilayah Kabupaten Baerah Tingkat II Nganjuk

()

(2)

(3)

(4)

Pagal 2

Penertiban/Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan dimaksud pasal 1

Keputusan ini, sasarannya ditujukan kepada para pemilik bangun-
an baik Swasta maupun Instansi Pemerintah yang bangunannya te=-

lah berdiri akan tetapi belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan
(IMB) yang dikeluarkan eleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat
II Nganjuk ;

Pelaksanaan Penertiban/Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan di -

maksud ayat (1) pasal ini pada prinsipnya tetap berpegang pada

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nemer 3
tahun 1983 tentang Garis Sempadan dan Ijin Bangunan dalam

Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dan ketentuan - ketentuan
lain yang mengatur tentang Ijin Mendirikan Bangunan dalam Ka=-
bupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

Pelaksanaan Penertiban/Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan
harus mentaati/berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang Keta, permn-
tukan tanah, sempadan bangunan dan sebagainya, sedang untuk
bangunan tertentu dipersyaratkan terlebih dahulu mendapatkan
persetujuan dari Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditun-
Juk 3

Apabila dalam pengajuan Penertiban/Pemutihan Ijin Mendirikan
Bangunan ternyata bangunan yang diajukan melanggar garis sem-
padan dan bangunan/garis sempadan pagar atau Daerah Pengawasan
Jalan/Daerah Milik Jalan maka kepada pemehen/pemilik diperin -
tahkan untuk membengkar terlebih dahulu sebagian bangunan
yang melanggar garis sempadan dimaksud, baru Ijin Mendirikan
Bangunan dikabulken (diberikan) ;



(5) Peruitihan Ijin Memdirikar Bengunan uniuk bengunsrn yang terletak di Jalan
protokol/jalan utama harus betul-betul memperbatikan peruntukan  tanzh
merurut Renosna Umm Tats Ruang Kota/Deersh, nilai arsitektur bangunan
terhadap lingloumgan sekitarnya, garis sempadan bengunan dan ketentuan -~
ketentuan lain ysng dipersyaratkan mendiriksn bengunan di jalan protokol/
jalen utama j |

(6) Pelskeengan Pemertiban/Pemutihen Ijin Mendirikan Bangunan ini akan di-
laksanskan secara bertahsp disesuaiken dengan kemampusn eaparat yang ada
dan dilakeansken per Bagian Wilayah Kecamatan, dengan rinoian tahapan
prioritag pelaksenaan sebagai berikut s
~ pertama 3 terhadap bangunan Dines/Instensi Pemerintah dan Perusahaan

Fegare ;
- kedus s terhadap bangunan fasilitas umum dan tempat usaha ;
= ketiga 1« terhadap bangunen tempat kediamen.

Pasal 3

(1) Permohonan Pemertiban/Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan tersebut baik
bangunan leme termasuk bangunan tambahan msupun bangunan baru tidak da~
pat diberiken/dikabulkan apabila s

« Bangunan tersebut termasuk bangunan lier 3
o Mengganggu pelsksansan pembengunan phisik kote/daersh

oe Menggenggu ketertiban kote/Daereh ;

d. Membahayskan terhadep keselamatan umum/pemohon sendiri

e. Bertentangan dengsn Rencans Umim Tats Bueng Kota/Daersh,peruntuken ta-
nah den melanggar sempadan bangunan

f. Status pemakaien/pengussaan tensh tidsk jelas.

(2) Untuk bangunen-tangunan yang telsh berdiri dan belum memiliki Ijin Men-
diriksn Bangunan sedangkan banguman tersetut untuk sementara eksislensi-
nye masih dapat dipertahanksn, dapat dipertimbangkan unituk diberikan Ijin
Mendirikan Bangunan bersyarats

Pasal 4

(1) Untuk merangssng wargs masyereket yeng telah terlanjur mendirikan bangun-
an termasuk menambsk bangunen akan tetapi belum memilili Ijin Mendirikan
Bangunan dan nyata-nyate bangunan tersebut tidak bertentangan dengan ke-
tentuan yeng berlakm, diberikan keringanan pembgyaran retribusi Ijin
Mendiriken Bangunsn dengan rincian sebagai berikut i

2e Bangunan yang didirikan ftalmn 1990 den tabun berikuinya dikenzkan re-
tribusi Ijin Mendirikan Bengunem, sebesar 100 % (seratus prosen) da=
ri tarip yeng berlaku pade saat ini ;



be Bangunan yang didiriken telmn 1979 sempai dengan talun 1989 dikenakan
retribusi Ijin Mendiriken Bangunan, sebesar 80% (delapan puluh presen)
dari tarip yang berlekw pada saat ini j

ce Bengunan yang didiriken talmn 1969 sampai demgan talun 1978 dikenskan
retritugi Ijin Memdirikan Bangunsn, sebeser 60% (enem puluh prosen) -
dari tarip yang berlaku pads ssat ini

d. Bangunan yang didirikan talun 1950 sampai dengan tebun 1968 dikenakan

retribugi Ijin Mendirikan Bangunsn, sebesar 40% (empat puluh presen)
dari tarip yang berlskm pada saat ini j

&, Bangunan yang digirikan talmn 1949 dan talun sebebuwyya, dilaksansken
secara selektif dan dikenaken reiribusi Ijim Memdirikan Bangunan, se-
beser 30% (tige puluh presen) dari tarip yang berlalm peda saat ini.

(2) Keringansn pembzyaren retribusi Ijin Mendirikan Bangunsn sebagaimana di-
mekgud ayat (1) pasal inl hanys berlgku untuk permohonan yang diajuksn
tanggal 1 April 1991 sempal dengan tanggel 31 Maret 1992

(3) Penentuan talun pendirian bengunan sebageimens dimeksud eyat (1) pasal
ini ditetapksn berdasarksn Keterangan/Xeseksian dari BT/RW setempat yang
dikugtkan oleh Kepals Desa/Kepals Kelurahsn dan Cemat serta telsh dite =
1iti kebenaramys oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupeti Kepala Daersh.

Pasal 5

(1) Sebagai pemroges Ijin Mendiriken Bangunan delam Penertiban/Pemmtihen Ijin
Mendirikan Bengunan dilsksanaksn eleh Dinas Pekerjasn Umm Kabupaten Da~
ersh Tingkat II Nganjuk j

(2) Dings Pekerjasn Umm Ksbupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dalem memproses
Ijin Mendiriken Bangunan sebogaimena dimakeud syat (1) pasal ini  harus
rendepatien pertimbangsn dari Pim Penertiben/Pemutihen Ijin Mendirikan
Bangunan Kebupaten Deerah Tingkat IT Nganjuks

Pagel 6
Tata cars penyelesaian Penmertiban/Pemutikan Ijin Mendiriken Bangunan
digtur gpebagaimans tercantum dslam lempiren Keputugan ini,

Pesal 7
(1) Hasil penerimaan dari retribusi Pepertiban/Perutiban Ijin Mendiriksm =
Bangunan selurubnys disetor ke Kas Pemerintsh Daersh

(2) Bisya yang dikelusrkan untuk opercsionsl dan administraei dalam rengka
Penertiban/Perutihan Ijin Memdirikan Bengunen ini setinggi~tingginys se-
beser 40% (empat puluk progen) dsri hagil perolehan Penertiban/Pemmtihan
Ijin Mendirikan Dgngunan.



Pasal 8
pelaksansenrya, akan distur lebik lanjut dalam Keputusan tersendiri.
Pasal 9

(1) Keputugen ini mulai berlaku sejek tanggel 1 April 1991 dan  apabila
ternyaty terdapet kesslahen atan kekureng eemp!mmn dalem Keputusan
ini gkan dibetulkan atan disempw

TinmtIINganauk

SALTIAR : Keputusen ini disempeiken
kepeda
Ythe Yo Sdre Qubernur Kepale Deereh Tingkat I
Jawg Timur di Surabgya ;

ka'b II mek 3
\PPEDA Kabupatern Daerah

hﬂrah Tingkat II Nganjuk 3
7. Sdr. Pembantu Bupzti den Camat se-Kebu
- paten Degerabh Tingkat II KNganjuks
8. Sar. Kepalg Dess/Kepals Xelurshen se =
| Kabupaten Daerah Tingket 11 Nganjuk.

Dammkan dalan Iembaren Deerah Kabirpa ten
Daprah Tingcat IT Nganjuk, Tahun 1771
Seriz: '}12 W-l S -AVA W\R AR > Ol A s e
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. LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 76 TAHON 199
TANGGAL : 25 = 3 = 1991

TATA CARA PENYELESAIAN PENERTIBAN/PEMUTIHAN
IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I, PEMOHORN

1. Permeheman untuk mempereleh Penertiban/Pemutihan Ijin Mendirikan Bangun-
an dapat dilaksanakan eleh :

a, Perseerangan ;
bo Kelempek ;
ce Badan Hukum ;

d., Instansienal ;

2, Pemshen mempereleh fermulir Permehenan Penertiban/Pemutihan Ijin Mendi~
rikan Bangunan dan gambar bangunan yang dibuat eleh Unsur Dinas Peker =
jaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk di Kanter Kecama =
tan setempat ;

3, Pelayanan Penertiban/Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan di masing- ma-
sing Kanter Kecamatan tersebut angka 2, dapat dilaksanakan pada setiap

Jjam kerja ;

4o Pemehen mengisi Surat Permehenan Penertiban/Pemutihan Ijin Mendirikan
Bangunan dan pernyataan tentang pemilikan dan pendirian bangunan, di-
lampiri 1

a, Gambar bangunan/rumah ( dibuat secara sederhana ) yang dapat menun -
jukkan dengan jelas gambar situasi bangunan, gambar denah dan gambar
tampak depan j

bo Fete cepy bukti Warga Negara Indenesia/KTP ;

c, Fete cepy surat-surat yang menyataekan hak atas tanah dimana bangunan
itu berdiri, antara lain :

-~ Sertifikat tanah/Petek D/Surat tanah lainnya,

1I, KEPALA DESA/KELURAHAN

1. Memeriksa surat permehenan Penertiban/Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan
dan Kelengkapanw~kelengkapan/lampiran~lampiran yang diperlukan ;

2, Menanda Tangani fermulir Permehenan Penertiban/Pemutihan Ijin Mendirikan
Bangunan yang telah diisi secara lengkap eleh pemehen ;

3o Memberi petunjuk kepada pemehen yang bersangkutan agar meneruskan bherkas

permehenan tersebut kepada Camat setempat,

ITIT, CAMAT/TIM TINGKAT KECAMATAN

1, Yang dimaksud dengan Camat/Tim Tingkat Kecamatan @adalah :

a, Camat setempat ;



2.

b. Kepala Pekerjaan Umum Wilayah Kecamatan §

¢. Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) Dinas Pendapatan Daerah di
Kanter Kecamatan j

d. Petugas Dinas Pendapatan Daerah di Kecamatan.

Camat/Tim Tingkat Kecamatan mempunyai tugas antara lain :

a. Memeriksa kembali berkas permehenan Penertiban/Pemutihan Ijin Mendiri-
kan Bangunan ;

be lMendanda tangani fermulir permehenan yang telah ditanda tangani oleh
Kepala Desa / Kelurahan setempat ;

¢. Berdasarkan data infermasi/rekemendasi dan penelitian sebagaimena ter—
sebut huruf a dan b, dapat memberikan keputusan terhadap persyaratan -
permehenan pemehen, untuk selanjutnya dikirim ke Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk 3

de Memberikan kepadé pemehon yang bersangkutan tentang keputusan dimaksud
huruf ¢, antara lain @

- Bagi permehenan yang diterima hendaknya pemohen segera membayar /me=
lunasi retribusinya 3

- Bagi permohenan yang ditelak maka berkas permehenan akan dikembalikan
kepada pemshen 3}

- Bagi permehenan yang masih perlu penelitian lebih lanjut, maka Tim
Tingkat Kecamatan menyerahkan berkas permehenan tersebut kepada Tim
Tingkat II untuk dikaji lebih lanjut 3

e. Tim Tingkat Kecamatan (Pembantu BKP Dinas Pendapatan Daerah di Kanter -
Kecamatan) menerima pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud huruf d ,
dan mencatatnya serta menyetorkannya ke Kas Pemerintah Daerah j

f. Menerima Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Ijin Mendirikan
Bangunan yang kemudian menyerahkannya kepada pemeohen.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK DAN KEPALA

PEKERJAAN UMUM WILAYAH KECAMATAN.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dan
Kepala Pekerjaan Umum Wilayah Kecamatan dalam rangka pelaksanaan Penertib-
an/Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan mempunyai tugas : mengkeordinir >
mengawasi dan membantu serta ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan tu-
gas dimaksud angka remawi III sesuai dengan bidangnya.

TINGKAT II




